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1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa
dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia.
Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia,
yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya, sebagai manusia yang
merupakan karunia Sang Pencipta. Kesehatan merupakan salah satu
hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus
diwujudkan dalam kehidupan manusia.

Bangsa indonesia menjamin terwujudnya hak asasi manusia
dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat tujuan nasional bangsa
Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta
keadilan sosial. Upaya memajukan kesejahteraan rakyat berarti suatu
usaha untuk mewujudkan suatu tingkat kehidupan masyarakat yang
optimal berupa kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan
kualitas kehidupan yang dapat memenuhi unsur - unsur kebutuhan
dasar manusia serta upaya pembangunan yang berkesinambungan
yakni pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu termasuk
diantaranya pembangunan kesehatan.

Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah keadaan

sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang



memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis. Derajat kesehatan yang setinggi - tingginya dapat dicapai
pada suatu saat dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang
nyata dari setiap orang atau masyarakat melalui kesadaran dan
kemauan untuk mewujudkan hidup sehat secara optimal. Upaya
kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus
menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam
pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya peningkatan kesehatan pada mulanya berupa upaya
penyembuhan penyakit kemudian secara berangsur-angsur
berkembang ke arah terpadu terintegrasi dan berkesinambungan
dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup
upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk memelihara
dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk
pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit
dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Oleh
karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif,
partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting
artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia,
peningkatan ketahanan daya saing bangsa serta pembangunan
nasional.

Pembangunan nasional pada  hakikatnya  adalah
penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan
hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat
kesehatan yang optimal dan besar artinya bagi pengembangan dan

pembinaan sumberdaya manusia sebagai modal pembangunan



nasional. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan
kebiasaan hidup sehat, untuk mewujudkan hal tersebut diatas
diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang didukung antara lain
oleh sumberdaya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan
yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan. Oleh karena itu
pola pengembangan sumberdaya tenaga kesehatan perlu disusun
secara cermat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan
penempatan tenaga kesehatan yang berskala nasional.

Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan
pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai
peranan penting terkait langsung dengan pemberian pelayanan
khususnya pelayanan kefarmasaian. Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 51 tahun 2009, Tenaga kefarmasian adalah tenaga melakukan
pekerjaan kerfarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis
kefarmasian. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat
dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republuk Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di
Apotek, Apotek adalah saran pelayanan kefarmasian tempat
dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker sebagai
sebagai sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah
mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia
sebagai Apoteker. Pekerjaan kefarmasian tersebut meliputi
pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau
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penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,
pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan
obat tradisional.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi
di bidang kefarmasian telah menjadi pergeseran orientasi pelayanan
kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada
pelayanan yang kompherensif (Pharmaceutical care) dalam
pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian
yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk
mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring
penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan
terjadinya kesalahan pengobatan (medication error).

Berdasarkan perubahan tersebut maka sebagai calon apoteker
pengelola apotek dituntut untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan perilaku agar dapat melakukan interaksi langsung
dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah
melaksanakan pelayanan resep, pelayanan obat bebas, obat bebas
terbatas, obat wajib apotek dan perbekalan kesehatan lainnya juga
pelayanan informasi obat dan monitoring pengunaan obat agar tujuan
pengobatan sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Segala
bentuk interaksi tersebut dapat dilakukan dengan salah satu cara
yaitu wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA) yang
dapat membekali calon apoteker agar memiliki wawasan,
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan
pekerjaan kefarmasian di apotek sehingga dapat menghasilkan

apoteker yang profesional dan berkualitas.



1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker
(PKPA) di apotek antara lain:

1.

Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang
peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam
pelayanan kefarmasian di apotek.

Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan,
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis
untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk
melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan
yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan
praktek farmasi komunitas di apotek

Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia
kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

Memberi gambaran nyata tentang permasalahan

pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3.  Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker
Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di

apotek bagi calon apoteker antara lain:

1.

Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab
apoteker dalam mengelola apotek.

Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan
kefarmasian di apotek.

Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.



4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker

yang profesional.



